KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR: o1 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENAMRAHAN
ANGHRUTAN KOTA PADA TRAYEK TETAF DAN
TERATUR DALAM KOTA PADANRG

e WALIKOTA PADANG,

Memmbang  : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan pelayanan Angkutan dan penggantian
moda pelayanan Angkutan masyarakat yang selama ini difayani oleh
Angkutan Cigak Baruak, mengatasi jumlsh pertumbuhan penduduk dan
perkembanpgan wilayah, dilakukan evalnasi kebutuhan Kendaraan;

b. bahwa untuk maksud (erscbut pada Point a telah dikeluarkan supat
Keputusan Gubernur  Sumatera Barat No. 22.A tahun 2003 tentang
Penetapan Jaringan Trayek dan Pepambahan Angkutan Kota dalam Kota
Padang dalam Trayek (ctap dan toralur ;.

¢. balwa untuk mewnjudkan maksud Ponil a dan b, petlu menetapkan dengan
Keputusan  Walikota Padang  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan
Ponambahan Angkutan Kota pada Trayck tctap dan toratw dalamy Kota
Padang,

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Talhun 1956, tentang pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam  lingkungan Tropinsi  Sumatera Tengaky;
Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang jalan (fembaran Negara
tahun 1280 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3136);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana

(Leémbaran Negara Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

P S. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 tambah
Lembaran Negara Nomor 3864);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penverahan sebagian
ursan pemennizh dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat T (T .emharan Nepara Tahun 1990,
Tambahan Lombaran Ncgara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

(L.embaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Ietbaran Negara
Nomar 3527);

9. Koputusan Monteri Pethubungan Nomor KM, 35 Tahun 2003 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum:

10. Keputusan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang;

11. Keputusan Walikota Padang Nomer 217 Tahen 2002 Tentang Opcrasional
‘Terminal Regional Bingkuang Kota Padang.,

12. Keputusan Walikota Padang Nomor 196 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Termina! Regional Bingkuang secbagai Terminal Bus Antar Kota Antar
Propinsi dan Antar Kota Dalarn Propinsi, Terminal Lintas Andalas sebagai
Terminal Angkutan Xota dan Terminal Pasar Raya Sebagai Pangkalan
Angikutan Kota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubemur Nomor 22A tahun 2003 tanggal 8 Agustus 2003

Tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Penambahan Angkutan Kota dalam
Kota Padang dalam trayck tctap dan tcrator,

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUMNJUK TEKNIS
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PELAKSANAAN PENAMBAHAN ANGKUTAN KOTA PADA TRAYEK
TETAFP DAN TERATUR DAY AM KOTA PADANG.,

BARB. }
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Daerah Kota Padang.
Walikota adalah walikota padang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubingan Kota Padang.
Dinas Perbubungan adalah adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.

Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari suatn tempat ketempat lain
dengan menggunakan kondaraan,

Angkuiain Koia adalah angkwtan daii sualu {cmpal kelompal lain dalau salu dasrah Kola
atan wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atae mobyl
penumpang umiin yang terikat dalam teayek tetap dan teratur.

Kondaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dongan peralatan toknik yang ada
pada kendaraan ihe

Kendaraan umum adalak setiap kendaraan bermotor vang disediakan untuk diperounakan
oleh numum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung,



3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang yang mf;mptinyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal,

10. Janngan trayek adalah kumpulan dar trayek — trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan
pelayanan angkutan orang, ‘

11.  Mobil Bus adalah sctiap kendaraan bonmotor yang dilengkapi lebily dari 8 (delapan) tempat
duduk tidak termasuk tempat duduk pengermudi, haik denpan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi.

12. Mobil penumpang adalah sctiap kendaraan  boermotor yang dilcngkapi scbanyak -
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun fanpa perfengkapan pengangkutan bagasi.

13. Porusahaan angkutan wmum adalah purusahaan yang moyediakan jasa angkutan orang
dan/atau barang dijalan,

14, jzin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk melakukan Kegiatan usaha angkutan
orang dan / atau angkutan barang dengan mengpunakan kendaraan umum.

15. lzin trayek adaloh Izin yang diberikan Walikota Padang kepada pengusaha angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum untuk melakukan kegiatan kegiatan usaha angkutan
dalam trayek tetap dan teratur dalam kota padang,

16. Karts Konfrol adalah mernpakan turunan dari izin usaha angkutan yang diberikan bagi
setiap kendaraan yang dioperasikan baik vnfuk angkutan orang maupun angkutan barang,;

17. Kartu pengawasan adalah merupakan turunan dar izin travek dan atau izin operasi yang
diberkan bagi setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan sebagai angkutan
orang.

BAR 11
PENY ELENGGARAAN PENAMBAHAN ANGKUTAN KO'TA

Pasal 2

Penyelenggaraon penambahan kendaraan Angkutan Kota pada masing — masing lintasan trayek
ditetapkan setelah melalui:

. Kajian Teknis oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .

b. Pertimbangan Teknis Dinas Perlwbungan Propinsi.

asal 3

Penyelenggaraan penambahan angkutan kota sebagaimana dimaksud pasal 2, diperuntukkan
pada:

a. Trayek Cabang 151 Unit Kendaraan.

b, Trayck Ranting 312 Unit Kendaraan;

Pasal 4

(1). Penambahan anglatan kota pada trayek yang dinyatakan terbuka diberikan kepada
perusahaan angloatan seperh:

Dadan Usaha Milik Nepara dan Dadan Usala milik Dacral.

Badan Usaha milik Swasta Nasional.

Kopcrasi,
Perorangan Warpa Negara Indonesia.
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(3).
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(2).

Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah perusahaan
angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan tentang perizinan trayek,

Bagi perusahaan anghkutan umum yang telah memenuhi persyaratan tentang perizinan trayek
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat mengajukan permohonan penambahan
dan perluasan izin trayek.

Penambahan dan puluasan ini irayek scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ind
diaqjukan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Ninas.

Pasal 5

Bagi pemilik kendaraan angkutan kota yang telah tordaflar berdasarkan hasil pemcriksaan
Chek Phisik oleh Team wajib bergabung pada perusahaan angkutan penumpang umum
yang telah memenuhi persyaratan perizinan trayek.

Tata cara bergabung abagi pemilik kendaraan yang terdafiar berdasarkan hasil pemeriksaan

Chek Phisik oleh Team scbapaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah schagai
berikut:

2. Pemilik mengjukan permohonan kepada pemimpin perugahaan angkutan wmwmm yang
bersangkutan dan diketahui oleh Dinas Perhubungan.
b. Data Kendaraan.

¢. Hak dan Kewajiban sebapai angpota gabungan.
d. Surat pemyataan dari pemilik untuk memenuhi ketentuan dalam perizinan angkutan.

Pasal 6

Bagi porusahaan angkutan umum yang tolabh moemiliki izin  trayck dalam kots, wajib
mengeiuarkan surat keterangan gabungan kepada anpgotanya yang berisikan:

a.
b.
C.

(1).

3).

Identitas kepemilikan kendaraan,
Identitas spesifikasi kendaraan.

Hak dan kewajiban pimpinan perisahaan dan anggota gabungan (pemilik) dan diketahui oleh
Dinas Perhubungan.

RAR 1N
IZIN TRAYEK

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang ingin mempereleh frayek wajib mengajukan permohonan
kepada Walikota dalam hal imi Dinas Perhubungan yang berisikan;

a. Trayek yang dimohon,
b. Jumlah dan data kendaraan.
¢. Salinan izin usaha anpgkutan.

Apabila  trayek yang dimohon masth dinyatakan terbuka, mamun pemochon belum

melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan
memberikan surat persefujuan izin trayek.

Surat persetyyuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini beristkan:

Trayek dan jumlah kendaraan yang disetuju,
Persyaratan yang harus disemjui

Warna cat kendaraan yang diperbolehkan.
Masa beriaku sural perselujuan.
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Pasal 8

(1). Walikota dalam hal ini Kepala Dinas sclaku pejabat pemberi izin dapat menyetujui dan
menolak permohonan yang diajukan oleh pengusaha angkutan umum.

(2). Penolakan terhadap permohonan sehapaimana  dimaksud pada ayat (3) pasal ini,
disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keleniuan Iebih lanjut tentang penambalan kendaraan cadangan selresar 10 % daii 463 (cinpal
ratus enam puluh tiga) unit kendaraan danfatau sshanyak - banyakova 50 (Jima puluh) unir,
akan diatur tcrsendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Hal  hal yang belum culup diatur dalam Keputusan ini scpanjang mongenai polaksanaannya
akan diatur lebili lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Menunfuk dan memerintahkan Kepala Dinas untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik -
baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab,

Pasal 12
Keputusan ini berlaku tangpal diundangkan
Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan  Kcputusan ini dengan
penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 +24

- P WALIKOJ
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Diundangkan di Padang
Pada tanggal 4¢ Februnr, 2cog

SKEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Pembina TK.I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KCGTA PADANG TAHLUN 2004 NOMOR o2



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG BROMOR: ©1 TAHULY Tooqg
TANGGAL 16 F8tuarl 2ooq TENTANG
PENAMEBAHAN ANGKUTAN KOTA FADA TRAYER TETAP DAN TERATUR
DALAM EKOTA PADANG
KODE . - JENIS TAMBAHAN | KETERANGAN
"0l TRavEx _ LIREARAN SRR kenpagaan | ®7 | kenparaan
AL 2 e e o W I B 1 6 ——
JRAYEK CABANG
1 302 _ |Pasar Raya- Thaurin- Proklamasi- Shnp.Haru- Lubeg- Bandar Boat - Indaning; MPUMNohil Bus | 8sid14 T
2 304 |Pasar Eaya - Thamrin - Proklamasi - Simp. Haru - Lubeg - Bd. Bnat - Indanznyg - MPUMNobil Bus
Ngatan 8 sid 14 11
3 3053 |Pasar Raya - Thanwin - Proklamasi - Simp. Hamu - Lubeq - Bd, Buat - Peram. MPUMobil Bus | 8s/d14 13
senen Padang -
4 306 |Pasar Raya - Thamwin - Proklamasi - Simp. Hatu - Lubex - Bd. Buat - Pernm MPUMobil Bus | §sid14 8
cobadak Indah - Indamng
8 402 [Fasar Raya - Thamyin - Seb. Padang - St. Syahril - Air Manis MPUMobil Bus | 8s/d14 15
6 404 _ |Pazar Raya - Thannin - Seb. Padang - St. Syahril - Seberang Falinggam MPU/Mobil Bus | 8s/d 14 3
7 409 _ |Pasar Raya - Patlmuem - Sndirman - Abd. Muis - Alai - Alapaug - Durian Tamng MPU/Mobil Bus | & s/d 14 10
8 429 |Pasar Raya - Blk Ofo - Patimum - Sudirman - Kh. Sulaiman - Jhoui Anwar - MPUMobil Bus | 8s/d 14 &
Wismra indah 11 Lapai
9 438 |Pasar Raya - Patimar - A. Yani - Ten Malaka - Simp. Haru - Andalas - Eetaping MPU/Nobil Bus | 8s/d 14 25
By. Pass - Terminal BElngknang
10 439 jPasar Raya - Thamwin - Proklamascl - 8tmp, Haru - Mampakun - Lubeqg - By. Pass MPU/Mobil Bus | 8s/d 14 27
Tetminal Bingkuang
1" 440 | Pasar Raya - Fatimira - Abd. Muais - Perintis Kemendekaan - Alai - Ampang - MPUMNobil Bus | 8 sid 14 23
By. Pass - Terminal Bingkuang
12 445 |Pasar Raya - Bundo Kandung - Diponegore - Pemuada ~ 8. Parman - Hamba - MPUMobil Bus | Bs/d 14 3
Adinegoro - Simp. Kalumpang - By. Pass - Terminal Bingkuang
S . ___ﬂl-é“ ( 154
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2 3
 TRAYRK RANTING
1 720 |THE - By. Pass - Durian Tarung - Sp. Xoto Tingga - Ps. Baru - PLTG - Bd. Buat MPUMobil Bus | 8s/d 14 11
2 724 |TRB - By, Pass - Simpang Lubnk Begalung - Teluk Bayur MPUIMobil Bus | 8s/d 14 3
3 726 |TRE - By. Pass - Simpang Lubuk Begilung - Bandar Baoat - MPUMNobil Bus | 8s/d1£ 1
4 | P.B.01 |'TRB - By, Pass - Simp. Taatak Paneh - Pentmnas Belimbing MPUfNobil Bus | 8s/d14 11
5 | P.B.02 |TRB - By, Pass - Simpang Kctaping - Pasar Ambacang - Pasar Eam MPU/Mobil Bus | 8s/d14 22
6 | EB.01 |TRB - By. Pass - Sungai Sapih - Balal Bam MPUMNVobil Bus | 8 s/d 14 15
7 | BB.02 [TRE - By. Pass - SMF 27 f RSUD - JL Kasink - Lolo - Sei Lareh - Git. Sariak - MPUMobil Bus | Bs/d14 15
Balai Barn
8 | BB.03 |TRB - By. Pass - Eampung Tatusan - Rimbo Api-Api - Kabun Lamban - Sei. Lareh MPUMNobil Bus | Bs/d 14 15
Gunung Sariak - Balai Baru
9| TS.02 |TRE - By. Pass - Ganung Sarlak - Sci Sapiah - Terminal Siteba MPUMaobil Bus | Bs/d 14 16
0| TS.04 {TRB - By. Pass - Baitnrsahmal - Maransi - Berok - Tenninal Siteba MPUMobil Bus | 8s/d 14 17
TRE - By, Pass - Simpang Kalumpang - Lubuk Boaya - Batas Rota MPU/Mobil Bus | 8 s/id 14 13
TRB - By. Pass - Simpang Tabing - Lubuak Buaya MPUMMobll Bus | 8 sid 14 10
TRE - By, Fass - Anak Alr - Padang Sari MPL/Mobil Bus | 8s/d 14 14
Batas Kota - Lb. Buaya - Adinegoro - Simp. Kalumpang - Simp. Parak Burnak . |MPUMobil Bus | §s/d14 15
By. Fass - Tanjung Anr
Balal Baru - Guuuny Sariak - Petamnas Belinbing MPUMobil Bus | 8s/d 14 16
Bandar Buat - Rindang Alam MPUMobil Bus { 8s/d 14 7
‘ Simpang Tunggul Hitam - Temival Bingkuang MPUMnhiI Bus | 8sid14 2
2 sid 14 18

a

‘Tenninal Siteba - Kampung Koto - Araj T “ang _
»
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18 | TS.03 |Terminal Siteba - By. Pass - Baiturrahimah IMPU/Mobil Bus | &s/d14 | 17
20 | TS.05 |Terminal Siteba - Durian Retus - Terminal Bingkuang - Baiturrahmah MPU/Mobil Bus | 8s/d14 | 17
21| TS.06 [Terminal Siteba - Gurun Lawas - Kalunibuk - By. Pass - Perumahan Polda MPU/Nobil Bus | €s/d14 | 25
22 W.01 |Wisma Warta - B, Hatta - 8. Parman - Joni Anwar - Gajah Mada - Alai - MPU/Nobil Bus | 8s/'d 14 18

Khatib Sulaiman - Joni Anwar - Wisma Warte.

25| W.02 |Wisma Warta - B, Hatta - S. Parman - Joni Anwar - Gajah Mada - Alai - Rd. Saleh MPUMNVobil Bus | 8s/d14 17

S. Parman - Wisma Warta -
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